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Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1.

Melalui penafsiran teleologis/sosiologis, pengaturan terhadap penolakan
vaksinasi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin
dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang
memuat sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19 yang berlaku di
sejumlah daerah di Indonesia. Penafsiran teleologis digunakan sebab
penafsiran teleologis ialah penafsiran yang melihat maksud dan tujuan dari
suatu undang-undang. Namun, secara eksplisit rumusan sanksi pidana
terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 telah tercantum dalam sejumlah
peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda), sehingga
tidak menggunakan penafsiran hukum interpretasi teleologis/sosiologis.

Penolakan vaksinasi tidak tepat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Seseorang
yang sengaja menolak vaksinasi Covid-19 pada umumnya tidak dilingkupi
dengan mens rea. Seseorang menolak vaksinasi Covid-19 dapat terjadi karena
kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai efektivitas vaksin Covid-19
kepada masyarakat hingga dipengaruhi oleh berita bohong (hoax). Kemudian
selanjutnya dalam menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau
disebut juga sebagai kriminalisasi, maka perbuatan tersebut harus memenuhi
kriteria-kriteria kriminalisasi yang sudah ditentukan. Perbuatan menolak
vaksinasi Covid-19 juga tidak memenuhi beberapa kriteria kriminalisasi
seperti penggunaan hukum pidana yang harus memperhitungkan prinsip biaya
dan hasil (cost and benefit principle) dan penggunaan hukum pidana yang
harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan badan-badan

penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas
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(overbelasting). Lalu, perbuatan menolak vaksinasi Covid-19 yang diancam
dengan sanksi pidana juga bertentangan dengan salah satu asas kriminalisasi
yaitu asas subsidiaritas, yakni prinsip ultimum remedium yang terdapat dalam
hukum pidana, yang bermakna bahwa hukum pidana sebaiknya digunakan
ketika sarana hukum lain tidak memadai. Keengganan masyarakat untuk
melakukan vaksinasi Covid-19 masih dapat ditanggulangi dengan pemerintah
gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya
non-penal. Terakhir, penggunaan sarana hukum pidana terhadap penolak
vaksinasi Covid-19 tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berkembang
saat ini. Tujuan pemidanaan seakan hanya pembalasan, padahal masa kini
tujuan pemidanaan berkembang untuk melindungi masyarakat dan menuju
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan menolak vaksinasi
Covid-19 tidak tepat dikualifikasi sebagai tindak pidana dan diancam dengan

sanksi pidana.

5.2 Saran

1.

Pemerintah pusat sebaiknya mencabut Pasal 13B Perpres No. 14 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara implisit terdapat
muatan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi,
sedangkan Pemerintah Daerah sebaiknya mencabut Peraturan Daerah (Perda)
yang memiliki muatan sanksi pidana terhadap masyarakat yang menolak
vaksinasi. Adapun pemberian sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak
vaksinasi harus mempertimbangkan prinsip ultimum remedium, artinya hukum
pidana harus digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang terakhir bagi
pemerintah. Hukum pidana harus digunakan dengan hati-hati, sebab hukum
pidana bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, hukum pidana melindungi
masyarakat dari ancaman kejahatan. Di sisi lain, hukum pidana memberikan
nestapa bagi pelaku kejahatan. Adapun menolak vaksinasi Covid-19 tidak
tepat dikualifikasi sebagai tindak pidana, baik berbentuk kejahatan maupun
pelanggaran. Pemerintah harus terlebih dahulu mengutamakan pemberian

sosialiasi dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat sampai ke daerah
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3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terkait program vaksinasi Covid-19 dengan
melibatkan berbagai pihak, terutama tenaga kesehatan yang secara khusus

memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai vaksinasi Covid-19.
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